
engingat 

enimbang 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tah n 1950 
Pembentukan Daerah-daerah K ta Besar 
Lingkungan Provinsi Djawa Tim r, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah ewa Djogjakarta, 
sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang rubahan Undang- 
Undang Nomor 16 dan 17 T un 1950 tentng 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara R publik Indonesia 
Tahunl954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tah n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbar'an Negara Republik In<lon sia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah bebe apa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T hun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang- ndang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, 

ten tang 
dalam 

bahwa untuk menindaklanjuti ke entuan Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 T un 2019 ten tang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen atur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Ked dukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 
Keuangan Daerah; 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E 

TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUGAS DAN UNGSI SERTA 

TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAE 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 69 TAHUN 2020 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Pasal 1 
D am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai un ur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ur san pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalon an. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANf KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAIN FUNGSI SER'l'A 
TATA KERJA SADAN KEUANGAN DAE H. 

netapkan 

MEMUTUSKAN : 

Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 T un 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamad a Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Ti gkat II Pekalongan 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 1988 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 
3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T un 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lemba.ran Negar Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tam bah Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerint Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Pe aturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur erangkat Daerah 
Provinsi Dan Daerah Kabu aten/Kota Yang 
Melaksanakan Fungsi Penunjan Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tah n 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Pera gkat Daerah Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pckalongan Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana tel diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pekalong Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peral ran Daerah Nomor 
5 Tahun 2016 Tentang Pembentu an Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3); 



4 Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pek ongan. 
6 Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Sadan 

Keuangan Daerah Kota Pekalongan. 
7 Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Keuangan Daerah Kota Pekalongan. 
8 Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disi gkat UPTB adalah 

unsur pelaksana teknis Sadan yang melaksanak kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terte tu. 

9 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjut ya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan d erah yang dibahas 
dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, sert ditetapkan dengan 
peraturan daerah; 

l . Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat K A adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanj , dan Pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode l (sat ) tahun; 

1 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dis' gkat SKPD adalah 
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah ang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan daerah; 

l . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutn a disingkat PPKD 
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaks akan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah 

1 · . Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya di ingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja S PD atau dokumen 
yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembi aan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; 

1 . Prioritas dan Piaf on Anggaran Sementara yang selanju nya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan batas maksimal angg an yang diberikan 
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan alam penyusunan 
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat d rah (RKA-SKPD). 

1 . Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang se anjutnya disingkat 
SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mul · bulan dihentikan 
pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pengg na anggaran/KPA 
berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian 
Negara/ Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN etempat. 

1 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di ingkat SPP adalah 
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permint an pernbayaran, 

l Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disi gkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat erintah pencairan 
dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD; 

1 . Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat S D adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana sebagai das penerbitan surat 
permintaan pembayaran atas pclaksanaan APBD; 

1 ' . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disi gkat SP2D adalah 
dokumen yang digu nalcan sebagai d aaar pcncairan dana aras Beban 
APBD; 

2 . Surat Pernberitahuan Pajak yang selanjutnya disingk t SPT adalah surat 
yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan p nghitungan pajak, 
penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban ajak lainnya yang 
disebutkan dalam peraturan perundang-undangan per ajakan; 



Pasal 3 

S sunan Organisasi BKD terdiri atas: 
a. Kepala Sadan; 
b. Sekretariat 

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi 
1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; 
2. Subbidang Penetapan dan Keberatan; dan 
3. Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Inform i. 

d. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan 
1. Subbidang Penagihan dan Penindakan; 
2. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan 
3. Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Evalua i Pajak. 

e. Bidang Anggaran 
1.1subbidang Perencanaan Anggaran; 
2. Subbidang Anggaran Belanja; dan 
3. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai d Pembiayaan. 

f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 
1. Subbidang Penatausahaan Keuangan; 
2. Subbidang Belanja Pegawai dan Belanja Tak Terdug ; dan 
3. Subbidang Kas Daerah. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA I 

SADAN KEUANGAN DAERAH 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 
(1 BKD merupakan unsur penunjang urusan pemerint an yang menjadi 

kewenangan daerah bidang keuangan. 
(2 BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sadan 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jaw b kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

2 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutny disingkat NPWPD 
adalah adalah nomor yang diberikan kepada Wajib P jak Daerah sebagai 
sarana yang merupakan tanda pengenal atau identit s bagi setiap Wajib 
Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewa ibannya di bidang 
perpajakan di daerah. 

2 . Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainny yang sah. 

2 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jaba an fungsional yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jaba fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 



s: 
evaluasi; 

encanaan program, 

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tug 
a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan d 
b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi p 

dan kegiatan; 
c. menyusun bahan dan melaksanakan koordina 

program dan kegiatan; 
evaluasi capaian 

( ) 

Paragraf 1 
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 

Pasal 9 
( ) Subbagian Perencanaa.n dan Evaluasi dipimpin ol h seorang Kepala 

Subbagian yang berada di bawah dan bertan ungjawab kepada 
Sekreta.ris. 

Pasal 7 
( ) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang b ada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
( ) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan peng lolaan administrasi 

umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, 
anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta admini trasi keuangan. 

Pasal 8 
D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal Pasal 7 ayat (2), 
S kretariat menyelenggarakan fungsi: 
a perumusan sasaran, program dan kegiatan badan; 
b pengoordinasian penyusunan kebijakan badan; 
c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiat n bidang-bidang; 
d pengoordinasian penyusunan laporan dan evalua · capaian kinerja, 

sasaran, program dan kegiatan; 
e. pembinaan pengelolaan administrasi umum melipu i ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelo aan barang milik 
daerah,bahan kerjasama, sarana pras ana teknologi 
informasi,perpustakaan dan kearsipan; 

f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang 
keuangan; 

g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi; 
h pengoordinasian penyclesaian tindak lanjut hasil pcme iksaan; 
i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pen evaluasian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pel 1yanan (SP) bidang 
tugasnya; 

j. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJA ), Analisis Beban 
Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EV,JAB); 

k pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pela oran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan se uai dcngan bidang, 
tugas dan fungsinya. 

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesu dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 



daerah meliputi 
dan pelaporan 

(1 Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin ole seorang Kepala 
Subbagian yang berada di bawah dan bertan ungjawab kepada 
Sekretaris. 

(2 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja di bidang adminis rasi umum dan 

kepegawaian; 
b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administra i umum meliputi : 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengel la.an barang milik 
daerah, bahan kerjasarna, sarana prasarana teknologi informasi, 
perpustakaan dan kearsipan; 

c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang mili 
pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapu 
barang milik daerah; 

d. mengelola, mengembangkan dan membina kepegaw 
e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) b dang tugasnya; 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 11 

dar Operasional 
bidang tugasnya; 

d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian 
kinerja; 

e. menyusun bahan profil perangkat daerah; 
f. mengelola data dan informasi; 
g. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 

h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf2 
Subbagian Keuangan 

Pasal 10 
(1 Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepal Subbagian yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekre 
(2 Subbagian Keuangan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi ke angan; 
b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi an aran; 
c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinas evaluasi capaian 

kinerja keuangan; 
d. memverifikasi pengelolaan administrasi dan p rtanggungjawaban 

pelaksanaan keuangan; 
e. melaksanakan fungsi akuntansi; 
f. menyusun bahan dan mengoordinasikan pe laporan 

keuangan; 
g. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
h. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 

Prosedur (SOP) dan/ a.tau Standar Pelayanan (SP 
dan 

1. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata 



Pasal 13 
D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dals Pasal 12 ayat (2) 
Bi ang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi menyele arakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang pendaftaran dan pen ataan, penetapan, 

keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelay nan pajak daerah 
dan retribusi daerah; 

b. perumusan bahan kebijakan bidang pendaftaran dan pendataan, 
penetapan, keberatan, pengolahan data dan informa i serta pelayanan 
pajak daerah dan retribusi daerah; 

c. pengoordinasian bidang pendaftaran dan pend aan, penetapan, 
keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelay nan pajak daerah 
dan retribusi daerah; 

d. penyelenggaraan bidang pcndaftaran dan pend aan, penetapan, 
keberatan, pengolahan data dan inforrnasi serta pelay an pajak daerah 
dan retribusi daerah; 

e. pernbinaan bidang pendaftaran dan pendataan, pen tapan, keberatan, 
pengolahan data dan informasi serta pelayanan jak daerah dan 
retribusi daerah; 

f. perumusan bahan potensi pendapatan pajak dan retrib si daerah; 
g. penyelengaraan sistem inforrnasi pendapatan pajak dan retribusi daerah; 
h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang pendaftaran dan 

pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data d informasi serta 
pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; 

i. perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Pro edur (SOP) dan/ 
atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; 

J. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelap 
kegiatan; dan 

k. pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh pimpin sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

(2 mempunyai tugas 
apan, keberatan, 
aiak daerah dan 

impin oleh seorang 
ng jawab kepada 

(1 Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan lnformasi di 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertan 
Kepala Badan. 
Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi 
melaksanakan pendaftaran dan pendataan, pen 
pengolahan data dan informasi serta pelayanan 
retribusi daerah. 

f. mengelola penyusunan laporan Analisis Jabat (ANJAB), Analisis 
Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); an 

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Ketiga 
Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Info masi 

Pasal 12 



dar Operasional 
bidang tugasnya; 

g. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) 
dan 

h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

(2) 

( 1) 

Paragraf 1 
Subbidang Pendaftaran dan Pendataan 

Pasal 14 
( I Subbidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin o eh seorang Kepala 

Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung j ab kepada Kepala 
Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi. 
Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tu as: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pendaftaran ct n pendataan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pendaftaran ct penclataan; 
c. melaksanakan pemeriksaan konsep daftar wajib ajak dan retribusi 

daerah; 
ct. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak dan etribusi daerah; 
e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pendaftaran, p ndataan, penilaian, 

monitoring dan pemutakhiran data pajak dan retri usi daerah; 
f. menyusun laporan secara periodik data objek d wajib pajak dan 

retribusi daerah serta perkembangannya; 
g. menyusun bahan perumusan potensi pajak dan ret ibusi daerah; 
h. menyusun konsep data potensi pajak dan retribusl aerah; 
i. melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring k giatan pendaftaran, 

pendataan, penilaian, monitoring dan pemutakhir n data pajak clan 
retribusi daerah; 

J. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St clar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 2 
Subbidang Penetapan dan Keberatan 

Pasal 15 
Subbidang Penetapan dan Keberatan clipimpin ole seorang Kepala 
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada Kepala 
Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi. 
Subbiclang Penetapan dan Keberatan mernpunyai tugas 
a. menyusun rencana kegiatan bidang penetapan danleberatan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang penetapan dan ~eberatan; 
c. mengevaluasi dan melaporkan hasil verifikasi da , penetapan dan 

kebcratan pajak dan retribusi daerah; 
d. menyusun laporan secara periodik verifikasi dat , penetapan dan 

keberatan pajak dan retribusi daerah serta perkemb gannya; 
e. menyusun bahan perumusan usulan keputusan k beratan pajak dan 

retribusi daerah; 
f. melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring giatan penetapan 

dan keberatan pajak clan retribusi daerah; 



pemeriksaan; 
b. perumusan bahan kebijakan bidang penagihan, engawasan dan 

pemeriksaan; 
c. pengoorclinasian bahan penyusunan bidang penagihan pengawasan dan 

pemeriksaan; 
cl. penyelenggaraan penagihan piutang pajak daerah dan r tribusi daerah; 
e. penyelenggaraan penghapusan piutang pajak daerah da retribusi daerah; 

Pasal 17 ayat (2), 
· a.rakan fungsi: 
engawasan clan 

Pasal 18 
Da am melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam 
Bi ang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan menyelen 
a. perumusan program kerja bidang penagihan, 

J. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata1. 

Bagian Keernpat 
Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan 

Pasal 17 
(1) Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan dipi pin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertangg ng jawab kepacla 
Kepala Sadan. 

(2) Bidang Penagihan, Pengawasan clan Pemeriksaan ernpunyai tugas 
melaksanakan penagihan dan pelaporan, pemeriksaan pajak dacrah dan 
retribusi daerah serta perencanaan, pengembangan clan evaluasi pajak. 

i. 

( ) Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data asi dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kcpada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Data d Informasi. 
Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi empunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan, p ngolahan data dan 

informasi; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pelayanan, p ngolahan data dan 

informasi; 
c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pajak dan retri usi daerah; 
d. melaksanakan pelayanan konsultasi pajak dan ret busi daerah; 
e. menyusun bahan perumusan usulan kebijakan engelolaan sistem 

informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah; 
f. mengcvaluasi dan melaporkan hasil pelayanan, p golahan data dan 

informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah; 
g. menyusun laporan secara periodik pelayanan, pe golahan data dan 

informasi pendapatan pajak dan retribus daerah serta 
perkembangannya; 

h. melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pelayanan 
pengolahan data dan informasi pendapatan p lak dan retribusi 
daerah; 
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S ndar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 

Paragraf 3 
Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan In ormasi 

Pasal 16 



i. dar Operasional 
bidang tugasnya; 

menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) 
dan 

j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

f. 

(2) 

Subbidang Penagihan dan Penindakan dipimpin ol seorang Kepala 
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada Kepala 
Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan. 
Subbidang Penagihan dan Penindakan mempunyai tugJs: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang penagihan dan enindakan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang penagihan dan enindakan; 
c. melaksanakan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; 
d. menyusun bahan pertimbangan penundaan pemb yaran, angsuran, 

serta penundaan jatuh tempo pembayaran pajak d erah dan retribusi 
daerah; 

e. menyusun bahan usulan penghapusan piutang ajak daerah dan 
retribusi daerah; 
melaksanakan penindakan terhadap pelan~aran kewajiban 
pernbayaran pajak daerah dan retribusi daerah; 

g. melaksanakan penegakan sanksi perpajakan daerah 
h. menyusun bahan usulan penagihan dengan urat paksa dan 

penyitaan; 

( 1) 

Paragraf 1 
Subbidang Penagihan dan Penindakan 

Pasal 19 

f. pengoordinasian pelaksanaan penindakan terh clap pelanggaran 
kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi; 

g penyelenggaraan pengawasan kepatuhan perpajakan erah; 
h penyelenggaraan pemeriksaan pajak daerah; 
i. penyelenggaraan penyuluhan pajak daerah; 
j. perumusan bahan perencanaan dan evaluasi pend patan dari sektor 

pajak daerah; 
k perumusan bahan rancangan regulasi perpajakan dae 
I. penyelenggaraan pendokumentasian regulasi pajak da rah; 

pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan e aluasi pendapatan 
daerah; 

n pengoordinasian dan perumusan bahan pelaporan pen apatan daerah; 
o. perumusan bahan perencanaan clan evaluasi pendapat n daerah; 
p. pengoordinasian perumusan dan penyusunan St dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bid g tugasnya; 
q. pengcndalian, pembinaan, pengevaluasian dan pela oran pelaksanaan 

kegiatan; dan 
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpi an sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 



Paragraf 3 
Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Eva! asi Pajak 

Pasal 21 
(1 Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi ajak dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan ertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pe eriksaan. 

(2 Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak mempunyai 
tu gas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, engembangan dan 

evaluasi pajak; 
b. menyusun kebijakan bidang perencanaan, p gembangan dan 

evaluasi pajak; 
c. melaksanakan pengkajian, dan mcnyusun konsep ancangan regulasi 

perpajakan daerah; 
d. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasita dan optimalisasi 

pendapatan asli daerah; 
e. melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retrib si daerah; 
f. melaksanakan fasilitasi koordinasi perumusan re cana pendapatan 

Pcndapatan Asli Daerah (PAD); 
g. melaksanakan fasilitasi koordinasi cvaluasi re cana pendapatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
h. melaksanakan pengoordinasian perencanaan dan e aluasi pendapatan 

dari sektor pajak daerah; 
i. melaksanakan pendokumentasian regulasi pajak da rah; 

j. dar Operasional 
bidang tugasnya; 

embayaran /atau i. 
daerah; 
melaksanakan proses pengembalian kelebihan 
restitusi dan kajian penghapusan NPWPD; 
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP 
dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata 

Paragraf 2 
Subbidang Pengawasan dan Pemeriksa 

Pasal 20 

( 1 Su bbidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin o eh seorang Kepala 
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung ja .ab kepada Kepala 
Bidang Penagihan, Pengawasan dan Perneriksaan. 
Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai gas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengawasan d pemeriksaan; 
b. menyusun kebijakan bidang pengawasan dan peme iksaan; 
c. menyusun konsep naskah dinas subbidang pengawasan dan 

pemeriksaan; 
d. melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak 
e. melaksanakan pengelolaan data dalam rangka emeriksaan pajak 

daerah; 
f. mengidentifikasi pelanggaran perpajakan Daerah; 
g. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah; 
h. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil emeriksaan pajak 



Anggaran (KUA), 
Kebijakan Umum 

Pasal 22 ayat (2) 
Pasal 23 

D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
Bi ang Anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang anggaran; 
b. pengoordinasian penyusunan dokumen Kebijakan Umu 

Pagu dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, 
Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan APB 

c. pengoordinasian penyiapan dan penyusunan ranc gan APBD dan 
rancangan Perubahan APBD; 

d. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan ran angan Peraturan 
Daerah (Raperda) APBD dan Perubahan APBD, serta r cangan Peraturan 
Walikota tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APB ; 

c. pengoordinasian penyusunan bahan pembahasan PBD dengan tim 
anggaran eksekutif dan legislatif; 

f. pengoordinasian pengelolaan data sebagai keuangan dalam 
penyusunan RAPBD dan perubahan APBD; 

g. pengoordinasian penyusunan pedoman inistratif dalam 
pelaksanaan APBD, meliputi rancangan Dokumen Pel sanaan Anggaran 
(DPA) SKPD dan rancangan Dokumen Pelaksnaan Pe bahan Anggaran 
(DPPA) SKPD; 

h. pengoordinasian penelitian dan verifikasi rencana anggaran satuan 
kinerja, meliputi DPA dan DPPA yang dilakukan leh satuan kerja 
perangkat daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemer tah Daerah; 

1. pengoordinasian penyiapan bahan untuk persetujuan dan pengesahan 
DPA dan DPPA SKPD; 

j. pengoordinasian perumusan dan penyusunan St Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pclayanan (SP) bidan tugasnya; 

b. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelap ran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpin sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

yusunan program 
dan kegiatan, 

an kegiatan dalam 

(2 

(1 g yang berada di 

j. melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan pe dapatan daerah; 
k. melaksanakan koordinasi dan menyusun b an evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan pendapatan daerah; 
!. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 

m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata 

Bagian Kelima 
Bidang Anggaran 

Pasal22 
Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bid 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan pe 
dan kegiatan, mengoordinasikan pelaksanaan prog 
melaksanakan, membina dan mcngendalikan program 
bidang anggaran. 



k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

J. 

i. 

APBD; 
lam penyusunan 

f. APBD dan 
rancangan Perubahan APBD; 
menyusun bahan regulasi penyusunan 
rancangan Perubahan APBD; 

g. mendokumentasikan dokumen APBD dan Peru bah 
h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian 

rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
melaksanakan publikasi rancangan APBD dan ra cangan Perubahan 
APBD; 
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 

dar Operasional 
bidang tugasnya; 

g. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) 
dan 

h. mengcvaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 2 
Subbidang Anggaran Belanja 

Pasal 25 
(1 Subbidang Anggaran Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kep da Kepala Bidang 
Anggaran. 

(2 Subbidang Anggaran Belanja mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang anggaran bela 
b. menyusun bahan kebijakan bidang anggaran belan ; 
c. menyusun bahan belanja daerah selain belanja peg wai; 
d. menyusun bahan rancangan APBD dan rancangan erubahan APBD; 
e. melaksanakan koordinasi penyusunan ranc gan APBD dan 

Paragraf 1 
Subbidang Perencanaan Anggaran 

Pasal 24 

( ) Subbidang Perencanaan Anggaran dipimpin ole seorang Kepala 
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung j vab kepada Kepala 
Bidang Anggaran. 

( ) Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan 
b. menyusun bahan kebijakan bidang perencanaan 
c. menyusun bahan perencanaan dan penyusunan ggaran; 
d. menyusun bahan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 

rancangan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) AP D; 
e. menyusun bahan rancangan Prioritas dan Plafon ggaran Sementara 

(PPAS) APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon ggaran Sementara 
(PPAS) APBD Perubahan APBD; 

f. menyusun bahan pembahasan KUA - PPAS dan K PA - PPAS dengan 
Tim Anggaran Permerintah Daerah dan DPRD; 



Pasal28 
D am melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), 
Bi ang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan ungsi: 
a. perumusan program kerja bidang perbendaharaan dan as daerah; 
b. perumusan bahan kebijakan bidang perbendaharaan d kas daerah; 

(2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 1 empunya.i tugas 
rnenyelenggarakan uru san perbendaharaan clan pengel laan kas daerah. 

Bidang 
Bidang 
Badan. 

( 1) 

Paragraf 3 
Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai d Pembiayaan 

Pasal 26 
( ) Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegaw dan Pembiayaan 

dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang ber da di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. 

( Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegaw dan Pembiayaan 
mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang anggaran ndapatan, belanja 

pegawai dan pembiayaan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang anggaran p ndapatan, belanja 

pegawai dan pembiayaan; 
c. menyusun bahan perumusan perencanaan dan pe yusunan anggaran 

pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan; 
d. mengelola data perencanaan dan penyusunan an aran pendapatan, 

belanja pegawai dan pembiayaan; 
e. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pen usunan anggaran 

pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan; 
f. menyusun bahan regulasi perencanaan dan pen usunan anggaran 

pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan; 
g. melaksanakan verifikasi dan validasi rencana an aran pendapatan 

dan belanja pegawai yang diajukan oleh satu kerja perangkat 
daerah bersama tim anggaran; 

h. melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja A ggaran Perubahan 
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran; 

1. menyusun bahan perencanaan clan pen anggaran 
pembiayaan bersama tim anggaran; 

j. melaksanakan pernbinaan, pengendalian dan p gembangan yang 
berhubungan clengan perencanaan dan anggaran 
pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan; 

k. menyusun, melaksanakan clan mengevaluasi St dar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Stanclar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 

1. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Keenam 
Bidang Pcrbendaharaan dan Kas Daerah 

Pasal 27 
Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin olfh seorang Kcpala 

yang berada dibawah dan bertanggung jaw b kepada Kepala 



Paragraf 1 
Subbidang Penatausahaan Keuangan 

Pasal 29 

(1) Subbidang Penatausahaan Keuangan dipimpin ole seorang Kepala 
Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjaw b kepada Kepala 
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. 

(2) Subbidang Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang penatausahaan euangan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang penatausahaan euangan; 
c. melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM; 
d. melaksanakan koordinasi atas penyaluran dan elaporan Dana 

Perimbangan dan Transfer Lainnya (DAK); 
e. menyusun pedoman pelaksanaan penatausaha APBD terkait 

belanja; 

okumen SPP dan f. 

e. 
d 

pengoordinasian pengelolaan kas daerah; 
pengoordinasian penatausahaan dan pelaksanaan pe 
pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan d 
lainnya serta bantuan keuangan provinsi; 
pengoordinasian pelaksanaan penelitian kelengkapan 
SPM; 

g. pengoordinasian pemprosesan, penerbitan, pen istribusian dan 
pencairan SP2D; 

h. pengoordinasian pengelolaan penerbitan daftar gaji p gawai negeri sipil 
dan penerbitan SKPP; 

1. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah melalui 
mekanisme penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 

j. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan/ pemotong n dan penyetoran 
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi deng instansi terkait; 

k. pengoordinasian pemotongan, penyetoran dan pelap ran Juran Wajib 
Pegawai (!WP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera, Juran Jaminan 
Pegawai, Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ke Re ening Kas Umum 
Negara sesuai peraturan PerUndang - Undangan; 

I. pengoordinasian penyaluran dan pelaporan belanja t terduga dengan 
instansi terkait; 

m. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pedo an pelaksanaan 
penatausahaan APBD; 

n. pengoordinasian pembinaan terhadap SKPD dalam ha! pelaksanaan 
perbendaharaan; 

o. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis admi istrasi keuangan 
yang berkaitan dengan penerimaan dan pengel kas serta 
penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ); 

p. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD; 
q. pengoordinasian perumusan dan penyusunan dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidan tugasnya; 
r. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelap ran pelaksanaan 

kegiatan; dan 
s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpin n sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

iayaan daerah; 
dana transfer 

c 



( 1) Subbidang yang 
Kepala Bidang 

dar Operasional 
bidang tugasnya; 

istrasi keuangan 
ngjawaban (SPJJ 

APBD terkait 

oran belanja tak 

21 bagi pegawai 

kapan dokumen 

awai negeri sipil; 
tuan keuangan 

b. menyusun bahan kebijakan bidang belanja pegaw 
terduga; 

c. melaksanakan pengelolaan penerbitan daftar gaji p 
d. melaksanakan koordinasi atas penyaluran dana 

provinsi; 
e. melaksanakan penelitian dan mengoreksi kelen 

SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP; 
f. melaksanakan penyusunan pelaporan SPT Masa PP 

negeri sipil; 
g. melaksanakan koordinasi atas penyaluran dan pel 

terduga dengan instansi terkait; 
h. menyusun pedoman pelaksanaan penatausaha 

belanja pegawai; 
i. menyusun bahan perumusan petunjuk teknis admi 

yang berkaitan dengan gaji pegawai dan pertan 
gaji pegawai; 

j. menyusun, mengoreksi, dan menyempumakan ko 
perbendaharaan belanja; 

k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) 
dan 

I. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 3 
Subbidang Kas Daerah 

Pasal 31 
Subbidang Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepal 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Perbendaharaan dan Kas Daerah. 

· dan belanja tak 

Paragraf 2 
Subbidang Belanja Pegawai dan Belanja Tak T rduga 

Pasal 30 
(1 Subbidang Belanja Pegawai dan Belanja Tak Terd ga dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah da bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daera 

(2 Subbidang Belanja Pegawai dan Belanja Tak Terduga n mpunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang belanja pegaw · dan belanja tak 

terduga; 

dar Operasional 
bidang tugasnya; 

sep naskah dinas h. menyusun, rnengoreksi, dan menyempurnakan ko 
perbendaharaan belanja; dan 

1. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) 
dan 

J· mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata . 

f. menyusun bahan perumusan petunjuk teknis ad inistrasi keuangan 
yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan p rtanggungjawaban 
(SPJ) belanja; 

g. melaksanakan pembinaan terhadap SKPD dal hal pelaksanaan 
perbendaharaan; 



penyusunan laporan keuo.ngan pemcrintah h , penyu surran 
kebijakan akuntansi pemerintah daerah, pelaporan aku tansi penerimaan 
dan pengeluaran, serta penyusunan analisis dan evaluasi laporan 
keuangan. 

g Kepala Bidang 
ala Badan. 
enyelenggarakan (2) 

( ) Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang kas daerah; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang kas daerah; 
c. melaksanakan penerbitan SPD; 
d. melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan pe airan SP2D; 
e. melaksanakan koordinasi atas penyaluran ds pelaporan dana 

perimbangan dan transfer lainnya (Dana Alokasi Umum dan Dana 
Insentif Daerah); 

f. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan 
perhitungan fihak ketiga (PFK) dan rekonsiliasi dengan instansi 
terkait; 

g. melaksanakan pemotongan dan penyetoran Iur Wajib Pegawai 
(!WP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Iuran aminan Pegawai, 
Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ke Rek ning Kas Umum 
Negara sesuai peraturan PerUndang - Undangan; 

h. melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsili i pajak pihak ke 
Tiga; 

i. melaksanakan pengelolaan buku kas umum daer dan penyusunan 
laporan posisi kas; 

j. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah; 
k. melaksanakan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas 

dalam rangka penerimaan daerah; 
I. melaksanakan pengecekan pemrosesan pengembalian 

kelebihan penerimaan; 
m. menyusun pedoman pelaksanaan pcnatausahaan PBD terkait kas 

daerah; 
n. menyusun bahan perumusan petunjuk teknis admi istrasi keuangan 

yang berkaitan dengan penerimaan kas dan pe anggungjawaban 
(SPJ) pendapatan; 

o. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan kon ep naskah dinas 
pengelolaan kas; 

p. melaksanakan pemantauan penerimaan dan penge 
bank dan/atau lernbaga keuangan lainnya yang tel ditunjuk; 

q. menyusun, melaksanakan dan mengcvaluasi St dar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; 
dan 

r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Ketujuh 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Pasal 32 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seor 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ke 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas 

( 1) 



(2) punyai tugas: 
penerima.an dan 

Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran dip 
Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertan 
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. 
Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran me 
a. menyusun rencana kegiatan bidang akuntansi 

pengeluaran; 

pin oleh seorang 
ngjawab kepada 

( 1) 

Paragraf I 
Subbida.ng Akuntansi Penerimaan dan Pengel an 

Pasal 34 

s. 

r. 

q. 

p. 

o. 

n. 

m. 

l. 

k. 

j. 

i. 

h. 

g. 

f. 

pengoordinasian rekonsiliasi dan verifikasi data lapora keuangan; 
pengoordinasian penyusunan laporan realisasi APB periodik (bulanan, 
triwulanan, semesteran dan tahunan); 
pengoordinasian penyusunan laporan realisasi D Semester I dan 
prognosis 6 (enam) bulan ke depan; 
pengoordinasian konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan 
keuangan pemerintah daerah; 
pengoordinasian dan penyusunan rancangan Peratu Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ ota dan rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P rtanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota; 
pengoordinasian perbaikan/ tindak lanjut ata koreksi/ hasil 
pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban pe aksa.na.an APBD; 
pengoordinasian penyusuna.n analisis laporan p rta.nggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 
pengoordinasian penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional 
penyelenggara.an akuntansi pemerintah daerah; 
pengoordinasian penyusunan sistem dan prosed akuntansi dan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah; 
penyelenggaraan pembinaan akuntansi, elaporan dan 
pertanggungjawaban pcmerintah daerah; 
penyelenggaraan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD) daerah; 
pengoordinasian dan penyusunan statistik keuan an pemerintahan 
daerah; 
pengoordinasian dan fasilita.si penyelesaian Tuntut~ Perbendaharaa.n 
dan Tuntutan Kerugian Daerah; 
pengoordinasian perumusan dan penyusunan S rdar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bid~ tugasnya; 
pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
kegiata.n; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpin sesuai dengan 
bidang tugas da.n fungsinya. 

d 
e. 

poran; 
n pengeluaran kas 

Pasal 32 ayat (2), 

Pasal33 

am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
B dang Akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi. 
a perumusan program kerja akuntansi dan pelaporan; 
b perumusan bahan kebijakan bidang akuntansi dan pe 
c. pengoordinasian pelaksanaan akuntansi penerirnaan 

daerah; 



keuangan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang penyusun n data laporan 

keuangan; 
c. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran kas 

daerah; 
d. melakukan pemantauan ato.s identifikasi, klasifika · dan pengukuran 

data transaksi penerimaan dan pengeluaran ; 
e. melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan kas an non kas yang 

dilakukan oleh SKPD; 
f. menyusun catatan atas laporan keuangan; 

(2) 

pin oleh seorang 
ungjawab kepada 

dar Operasional 
biclang tugasnya; 

sep naskah dinas 

yusunan laporan 
tansi pemerintah 

penerimaan dan 

tas koreksi/ hasil 
ban pelaksanaan 

rognosis 6 (enam) 

anan, triwulanan, 

nyai tugas: 
data laporan 

1. menyusun laporan realisasi APBD periodik (b 
semesteran dan tahunan); 

j. menyusun laporan realisasi APBD semester I clan 
bulan berikutnya; 

k. menyusun bahan untuk perbaikan/ tinclak lanjut 
pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjav 
APBD; 

l. melaksanakan pembinaan teknis pembukuan 
pengeluaran kas daerah; 

m. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang p 
keuangan pemerintah claerah sesuai sistem ak 
claerah; 

n. menyusun, mengoreksi, clan menyempurnakan ko 
akuntansi penerimaan clan pengeluaran; 

o. menyusun, melaksanakan clan mengevaluasi St 
Prosedur (SOP) clan/ atau Stanclar Pelayanan (SP 
dan 

p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 2 
Subbiclang Penyusunan Data Laporan Keuan 

Pasal35 

Subbiclang Penyusunan Data Laporan Keuangan clipi 
Kepala Subbiclang yang berada dibawah clan bertan 
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. 
Subbidang Penyusunan Data Laporan Keuangan memp 
a. menyusun rencana kegiatan biclang 

( 1) 

b. menyusun bahan kebijakan bidang penyusunan elaporan akuntansi 
penerimaan dan pengeluaran; 

c. melaksanakan pengolahan penerimaan dan pengel aran kas daerah; 
d. melaksanakan pemantauan atas pencatatan, enggolongan atas 

transaksi penerimaan dan pengeluaran ; 
e. melaksanakan pemantauan atas posting penerima dan pengeluaran; 
f. melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPD non BLV , BLVD dan PPKD; 
g. melaksanakan verifikasi, analisa dan koreksi t rhadap kesalahan 

realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memo 'al); 
h. melaksanakan konsoliclasi Japoran penerimaan dan pengeluaran 

berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluar SKPD non BLVD, 
BLUD dan PPKD; 



q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 3 
Subbidang Akuntansi Pela.poran Keuang 

Pasal 36 
(1) Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuanga.n dipimpin o h seorang Kepa.la. 

Subbidang yang bera.da dibawah dan bertanggungjaw b kepada Kepa.la. 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan. 

(2) Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan mempunyai ugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang akuntansi pelap ran keuangan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang akuntansi pelap ran keuangan; 
c. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, laporan operasional, laporan p ubahan ekuita.s, 
neraca, laporan a.rus kas; 

d. melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti mem rial; 
e. menyusun ikhtisar laporan keuangan Sadan Us ha Milik Daerah 

(BUMD); 
f. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pe tanggungjawaban 

Pelalcsanaan APBD; 
g. menyusun bahan koordinasi da.n menyusun jawab eksekutif dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaa.n APBD; 
h. menyusun bahan tindak lanjut ha.sil evaluasi ran angan Peraturan 

Da.erah tentang Perta.nggungjawaban Pelaksanaan A SD; 
i. melaksa.nakan finalisasi dan publikasi Peraturan Daerah Laporan 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 
j. menyusun bahan untuk ana.lisa. laporan anggungjawaban 

pelaksanaan J\PDD; 
k. menyusun bahan kebijakan dan sistem serta prosedur terkait 

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksana APBD; 
I. menyusun bahan penyusunan statistik keuang pemerintahan 

daerah; 

UD; 
kedalam laporan 

atas laporan g. menyusun laporan keuangan konsolidasi 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

h. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan B 
i. melakukan konsolidasi laporan keuangan BLU 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
j. menyusun bahan penyesuaian atas transaksi non as; 
k. menganalisa laporan realisasi penerimaan dan pen eluaran; 
I. menyusun bahan kebijakan dan sistem serta prose ur akuntansi; 
m. melaksanakan pernbinaan, sosialisasi tentang p nyusuna.n la.poran 

keuangan pemerintah daerah sesuai sistem a.k ntansi pcmcrintah 
daerah; 

n. melaksanakan fasilitasi pcnyelesaian Tuntutan P rbendaharaan dan 
Tuntutan Kerugian Daerah; 

o. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan sep naskah dinas 
penyusunan data laporan keuanga.n; 

p. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rdar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 



m. 
I. 

dar Operasional 
tugasnya; 
kegiatan; dan 

pimpinan sesuai 

k. 

ba.rang milik j. 
i. 
h. 

g. 
daerah; 
tanganan barang 

f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan barang mili 
pengoordinasian pelaksanaan penilaian dan pemind 
milik daerah; 
pengoordinasian pelaksanaan penghapusan barang mili 
penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah; 
pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pcngelola 
daerah; 
pengoordinasian perumusan dan penyusunan 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidan 
pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana 
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan ole 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Paragraf l 
Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD 

Pasa139 
(1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD dipimpin ol seorang Kepala 

Subbidang yang berada dibawah dan bcrtanggungjaw b kepada Kepala 
Bidang Pengelolaan BMD. 

(2) Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD mempunyai tu as: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan ke utuhan BMD; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang perencanaan keb tuhan BMD; 

Pasal 38 
D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), 
Bi ang Pengelolaan BMD menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang pengelolaan barang , ilik daerah; 
b. perumusan bahan kebijakan bidang pengelolaan baran milik daerah; 
c. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan an pemeliharaan 

barang milik daerah; 
d. pengoordinasian penyusunan standar harga; 
e. pengoordinasian pelaksanaan penggunaan dan pemanf atan barang milik 

daerah; 

m. melaksanakan pembinaan teknis peny sunan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

n. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan k nsep naskah dinas 
akuntansi pelaporan kcuangan; 

o. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 

p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Kedelapan 
Bidang Pengelolaan BMD 

Pasal 37 
( l Bidang Pengelolaan BMD dipimpin oleh seorang K pala Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan. 
(2 Bidang Pengelolaan BMD mempunyai tugas menyel ggarakan urusan 

perencanaan kcbutuhan BMD, pemanfaatan dan peng anan BMD serta 
penatausahaan BMD. 



( 1) epala Subbidang 
Kepala Bidang 

Paragraf 3 
Subbidang Penatausahaan BMD 

Pasal 41 
Subbidang Penatausahaan BMD dipimpin oleh seorang 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepa 
Pengelolaan BMD. 

n bangunan; 
dar Operasional 

bidang tugasnya; 

aan pengamanan 

pemanfaatan 

Pasal 40 
(1 Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD dipi pin oleh seorang 

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertan ungjawab kepada 
Kepala Bidang Pengelolaan BMD. 

(2 Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD memp nyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pemanfaatan an pemberdayaan 

BMD; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pemanfaatan , an pemberdayaan 

BMD; 
c. menyusun bahan perencanaan pemanfaatan BMD; 
d. menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan pe e!iharaan gedung 

milik daerah lainnya; 
e. melaksanakan penelitian dokumen pengajuan us pemanfaatan 

BMD; 
f. melaksanakan penyiapan dokumen atas pelaks 

BMD; 
g. melaksanakan pemanfaatan BMD; 
h. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pe 
i. menyusun bahan perencanaan pengamanan BMD; 
j. melaksanakan pengamanan BMD; 
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaks 

BMD; 
I. melaksanakan penyimpanan dokumen asli kepemili 
m. melaksanakan identifikasi clan inventarisasi tanah d 
n. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 

Prosedur (SOP) clan/ atau Stanclar Pelayanan (SP) 
clan 

o. mengevaluasi clan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

D 

e. menyusun bahan standarisasi biaya dan harg Pemerintah Kota 
Pekalongan; 

f. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas; 
g. melaksanakan pendistribusian kendaraan dinas; 
h. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 

i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 2 
Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan 

c. melaksanakan koordinasi penyusunan kebutuhan dan 
pemeliharaan BMD; 

ct. melaksanakan koordinasi penyusunan kebutuhan dan 
perneliharaan BMD; 



persediaan; 
e. melaksanakan pengelolaan dan menyusun laporan neraca BMD; 
f. melaksanakan pengelolaan dan menyusun laporan barang persediaan; 
g. menyusun konsep pelaksanaan inventarisasi BMD; 
h. melaksanakan koordinasi terkait pengembangan plikasi pengelolaan 

BMD; 
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta p laporan subbidang 

penatausahaan BMD; 
J. rnelaksanakan koordinasi dalam rangka penilaian MD; 
k. mengelola kegiatan koordinasi dalam rangka pemin ahtanganan BMD; 
1. mengelola proses penghapusan barang milik daer 
m. menyusun bahan pertimbangan rekomendasi pe ghapusan barang 

persediaan; 
n. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi dar Operasional 

Prosedur dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidan tugasnya; dan 
o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata 

Bagian Kesembilan 
UPTB 

Pasal 42 

(1) Pada BKD dapat dibentuk UPTB. 
(2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeda dalam 2 [dua] 

klasifikasi. 
(3) Klasifikasi UPTB sebagaimana dimaksud pada yata (2) t rdiri atas : 

a. UPTB Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang bes ; dan 
b. UPTB Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kec 

(4) Susunan Organisasi UPTB kelas A sebagaimana dima sud pada ayat (3) 
huruf a, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(5) Susunan Organisasi UPTB Kelas B sebagaimana dima sud pada ayat (3) 
huruf b, terdiri atas: 
a. Kepala; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(6) Tugas dan fungsi UPTB sebagaimana dimaksud pad ayat (1), diatur 
dengan Peraturan Walikota tersendiri. 

Bagian Kesepuluh 
Kelornpok Jabatan Fungsional 

Pasal 43 
(1) Pada BKD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsiona. 
(2) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaks d pada ayat (1) 

terdiri atas sejumlah tenaga dalamjenjangjabatan fung ional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahli nya. 

( ) Subbidang Penatausahaan BMD mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang penatausaha BMD· ' 
b. menyusun bahan kebijakan bidang penatausahaa BMD; 
c. menyusun bahan penetapan status penggunaan B D· ' 
d. melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah tetap dan barang 



Pasal46 
(!) Setiap pimpinan pada BKD wajib menyampaikan lap ran pelaksanaan 

tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-rnasing. 
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BKD d · bawahan dapat 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyus nan laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawah rnasing-masing. 

(3) Setiap laporan BKD tembusannya dapat disampaikan epada perangkot 
daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubung kerja. 

Pasal 45 

(1) Kepala Sadan wajib mengawasi bawahan dan mengam ii langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perunda g-u ndangan yang 
berlaku apabila terjadi penyimpangan. 

(2) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin clan mengoordinasikan 
bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 

(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan epala Subbidang 
masing-rnasing bertanggung jawab mengoordinasi an, memberikan 
bimbingan, pembinaan dan petunjuk kepada b wahannya serta 
rnelaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menuru jenjang jabatan 
masing-masing. 

Pasal 44 
D am melaksanakan tugasnya Kepala Sadan wajib nerapkan prinsip 
ko rdinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi se ara vertikal dan 
ho izontal baik di lingkungan masing-rnasing maupun cl ngan instansi lain 
se uai dengan tugasnya. 

SABIV 
TATA KERJA 

( ) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana imaksud pada ayat 
(I) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerj 

( ) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional seb gaimana dimaksud 
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan pe turan perundang­ 
undangan. 
Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungs sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan k .tentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional pola hubungan 
kerja Kelompok Jabata.n Fungsional sebagaimana imaksud ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- ndangan. 

(7 Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tuga clan bertanggung 
jawab kepada kepala Sadan melalui Sekretaris dan/ tau Kepala Sidang 
dan/ atau Kepala Subbidang dan/ atau Kepala Sub agian sesuai jenis 
dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan cl ngan pelaksanaan 
tugas Jabatan FungsionaL 
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Pasal 50 

Pe aturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundaru kan. 

A ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengur dangan Peraturan 
W ikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah K, ta Pekalongan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49 
P da saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 
P kalongan Nomor 86 Tahun 2018 ten tang Kedudukan, S sunan Organisasi, 
T gas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sadan Keuangan Dae ah (Serita Daerah 
K ta Pekalongan Tahun 2018 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak 
b laku. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

PasaJ 47 
· aian tugas BKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wa ikota tersendiri. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 48 

P [abat yang ada pada BKD tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan 
t gasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berx asarkan Peraturan 

ikota ini. 


